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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 22/PR.01.3-Kpt/32/KPU/XII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

a.

bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tahun
2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Barat Nomor 22 /PR.01.3-Kpt/32/KPU/XII/2020;
bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud huruf a menjadi salah satu pedoman bagi
penyusunan rencana strategi satuan kerja di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit
Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun

2020-2024.

Mengingat . . .



Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

196);

5. Peraturan . . .



Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV /2020 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -

2024.

Mengingat . . .



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
UndangUndang, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2020 - 2024

Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-

2024.

KETIGA. . .
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Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat periode
2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan hasil
analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Barat saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Provinsi Jawa Barat 2020-2024
disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI yang mengkuti arah kebijakan dan
strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Presiden serta RPJMN
2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh
jajaran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan. Dengan paduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar,
dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Barat tersebut, diharapakan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi

yang substansial.

Bandung, 18 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROV B T
iy
29}
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,
membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas
kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas
pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak
berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa ‘if you fail to plan, you are
planning to fail .

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan
rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah
digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga
Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan
Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan
lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal maka peran KPU Provinsi
Banten menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang
datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan
dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut
adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan
potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan
strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh

organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, menyusun Rencana Strategis
KPU Provinsi Jawa Barat untuk periode 2020 — 2024.

Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Barat disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 — 2024. Restra KPU Provinsi Jawa
Barat memuat target dan sasaran kinerja serta program dan kegiatan yang
merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun

mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 disusun
dengan maksud dan tujuan agar menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di
lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020-2024 juga memuat target dan sasaran kinerja serta program dan

kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 tahun mendatang.

C. Landasan Hukum
KPU Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi

Jawa Barat tahun 2020-2024 berpedoman pada :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendeml Komisi Pemilihan



10.

11.

12.

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/Kpts/KPU/Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV /2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Tahun 2020 — 2024



D. Sistematika Penulisan Rencana Stratregis KPU Provinsi Jawa Barat

Sistematika penulisan Rencana Strategis KPU Provinsi Banten tahun 2020-
2024 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Tahun 2020 — 2024. Susunan penulisan Rencana Strategis KPU
Provinsi Banten tahun 2020-2024 sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D Sistematika Penulisan Rencana Srategis
BAB Il TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Visi dan Misi

B. Struktur Organisasi

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

D. Dukungan Sumber Daya Manusia
BAB Il KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Saat Ini

B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024
BABYV PENUTUP

Lampiran



BAB Il

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum
Secara Hierarkis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tidak memiliki

Visi dan Misi tersendiri karena mengikuti Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan
yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan
dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum
periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional
dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan
berintegritas adalah sebagai berikut:
1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun,

disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,
tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan
umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum
Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang

dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024.
Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8,
“‘Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian
sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan
berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara
Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan
efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak.



o

kepentingan.

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan
Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi

menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu

melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan

baik, disertai dengan

kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2.

Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Gambar 2.1 Alur Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Lingkungan KPU
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B. Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Barat
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Tabel . 2.1 Divisi Kerja KPU Provinsi Jawa Barat & Penanggung Jawabnya
Periode 2018-2023

(\[o} NAMA KEDUDUKAN DIVISI
Rifgi Ali Mubarok, S.Ag.,M.Si Keuangan, Umum, dan
1. Ketua ’ ’
Rumah Tangga
Nina Yuningsih, S.Ag.,S.Pd. Ketua Perencanaan dan
2. Titik Nurhayati, S.Pd.,M.Hum .
i Rurhayat ! Wakil Ketua Logistik
H. Endun Abdul Hag, M.Pd Ketua
3. Drs. Und S tna, M.Si Teknis Penyelenggaraan
rs. Undang Suryatna i Wakil Ketua [ y g9
4. Pemilih, dan Partisipasi
Nina Yuningsih, S.Ag.,S.Pd. Wakil Ketua P
Masyarakat
Drs. Undang Suryatna, M.Si Ketua Sumber Daya Manusia
5. Reza Alwan Sovnidar, SH .
Wak" Ketua dan L”:bang
Titik Nurhayati, S.Pd.,M.Hum Ketua
Wakil Ketua !
Reza Alwan Sovnidar, SH Ketua
7. Hukum dan P
Dr. H. Idham Holik, SE.,M.Si Wakil Ketua Hium dan Fengawasan

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan

kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi

ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan

Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.




Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi meliputi:

1.
2.

11.

12.

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan;

Mengkoordinasikan, = menelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada
KPU,;

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota
DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan
dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu,
Bawaslu Provinsi, dan KPU;

Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;

Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundangundangan.
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Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai

dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota
dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;

Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu
anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan
Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan

Pemilu, dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 KPU Provinsi

berkewajiban:

1.

2
3.
4

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;

Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

11



10.
11.
12.

13.
14.

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Melaksanakan putusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi sebagai berikut:

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:

a.
b.

menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya
kepada KPU,;

melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan
anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang
bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta waijib

menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
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h.

mengumumkan calon anggota DPRD Provinsiterpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;

melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan Penyelenggaraan
Pemilu; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:

a.
b.

menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;

menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU
Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;

menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu
anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;

menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan
Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan

oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:

a.
b.

C.

Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraaan Pemilu kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan;

. Melaksanakan putusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundang undangan.
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Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi

bertugas dan berwenang:

a.
b.

Merencanakan program dan anggaran;

Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur;

Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman

dari KPU;

Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi

persyaratan;

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang
bersangkutan;

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan
Bawaslu Provinsi;

menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
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mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih
dan membuat berita acaranya,;

. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan
Menteri;

. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
Provinsidan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Provinsi kepada masyarakat;

. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan
tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;

menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan

. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi

wajib:

a.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dengan tepat waktu;

Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil
dan setara;

Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur kepada masyarakat;

. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan
Menteri;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,;
Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan
tembusan kepada Bawaslu;

. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,;

Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur di tingkat Provinsi;

Melaksanakan putusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundangundangan.
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Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwewenang:

a.

mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU
Kabupaten/Kota;

melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU
Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan
Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU

Provinsi Jawa Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, dengan

struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat didukung oleh 29 Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 1 orang Sekretaris, 2 orang
Kepala Bagian dan, 5 orang Kepala Sub Bagian, 21 Staf Pelaksana, selain itu KPU
Provinsi Jawa Barat juga dibantu oleh 3 Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dan 15 orang
Tenaga Pendukung dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan

dan Supir 8 orang.

Gambar 2.4 Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai KPU Provinsi Jawa Barat Berdasarkan
Tingkat Pendidkan

SD

SLTA SLTP
M Columnil 6

Dengan ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai program penguatan
kelembagaan Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Barat juga didukung oleh
Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat sejumlah 62 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi
menjadi beberapa bagian yaitu Komisioner 7 orang, Pegawai Negeri Sipil dengan
status diperbantukan sebanyak 6 orang, pegawai dengan status organik sebanyak
23 orang, pegawai dengan status TKK (Tenaga Kerja Kontrak) sebanyak 3 orang,
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dan juga pegawai dengan status Tenaga pendukung sebanyak 15, Pengemudi 8
orang orang dapat dilihat pada grafik 1.3 di bawah ini ;

Gambar 2.5 Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

SDM Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat

B Komisioner M Pejabat Struktural = Staf PNS M TKK dan Tenaga Pendukung B Pengemudi

Pada gambar 5. diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU
Provinsi Jawa Barat
Sejumlah 62 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga)
yaitu :
1. Pegawai PNS dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai PNS
yang berasal dari Pemerintah Daerah, dengan jumlah 6 orang atau 10%;
2. Pegawai dengan status organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 23 orang atau 37%;
3. Pegawai dengan status honorer (non PNS) dan tenaga pendukung adalah
sebanyak 18 orang atau 29%;
4. Pegawai dengan status pengemudi sebanyak 8 orang atau 13%;

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU provinsi Jawa Barat yang berjumlah
23 orang PNS Organik dan 6 orang PNS DPK yang seharusnya berjumlah 35 orang
PNS (Surat Edaran KPU Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan pegawai
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maksimal untuk KPU Provinsi) maka masih diperlukan tenaga honorer (non PNS)
untuk membantu kerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.

Berikut Data Pegawai PNS Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status

Pegawai pada gambar 5. Berikut ini :

Gambar 2.6 Data Pegawai PNS Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan,

Status Pegawai

B Komisioner B Pejabat Struktural Staf PNS ® Honorer

Tabel 2.2 Data Pegawai KPU Provinsi Jawa Barat

NO. | Kelompok Jabatan Struktural Jumlah
1 Esselon |l 1 orang
2 Esselon Il (Administrator) 2 orang
3 Esselon IV (Pengawas) 5 orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan

1 Golongan IV/c 1 orang
2 Golongan IV/b 1 orang
3 Golongan lli/d 2 orang
4 Golongan lll/c 10 orang
5 Golongan lll/b 2 orang
6 Golongan lll/a 8 orang
7 Golongan ll/c 4 orang
8 Golongan Il/b -

9 Golongan l/c 1 orang

22



Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1 Strata 2 5 orang
2 Strata 1 12 orang
3 D-llI 7 orang
4 SLTA 4 orang
5 SD 1 orang
Berdasarkan Status Kepegawaian

1 Komisioner 7 orang
2 PNS DPK 6 orang
3 PNS Organik 23 orang
4 Honorer 3 orang
5 Tenaga Pendukung 15 orang
6 Tenaga Pengemudi 8 orang
Total 62 orang

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami
kekurangan pegawai pada tingkat esselon Il yaitu posisi Kepala Bagian Teknis,
Hukum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Hukum.
Kekosongan jabatan ini disebabkan oleh purna tugasnya Kepala Sub Bagian Hukum
per April 2020 serta pengisian kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa
Barat, jabatan Kepala Bagian Teknis, Hukum dan Hupmas serta Kepala Sub Bagian
Hukum tersebut masih kosong hingga Renstra ini disusun dan sedang diusulkan ke
KPU RI untuk segera diadakan assessment Pejabat Administrator (Esselon IIl dan
V).
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BAB Il

KONDISI UMUM KPU PROVINSI JAWA BARAT

A. Kondisi Umum Saat Ini

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik
awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu
merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu
negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil
menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam

konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan
lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan
pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum,
dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas
bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang

demokratis.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara
menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya
berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang
disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang
difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat
yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai
politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan

memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah
tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu,
terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara
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yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif,

serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif
daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu
Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya,
namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme
yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi
kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi
mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi

milenial.

Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Barat
Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti
oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai

nasional, 4 (empat) partai lokal.

Gambar 3.1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

3

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Ketiga sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466
merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa

merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat
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jumlah pemilih sebanyak 33.276.905 jiwa terdiri dari 16.727.451 jiwa pemilih laki-laki
dan 16.549.454 jiwa pemilih perempuan.

Tabel 3.1 DPTHP-3 Provinsi Jawa Barat Pemilu 2019

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
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Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya
adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan
(9) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.)
Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai
Demokrat. Pada wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri hasil Pemilu DPRD Provinsi

Jawa Barat sebagai berikut :
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Gambar 3.2 Perolehan Suara DPRD Provinsi Jawa Barat
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Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di Provinsi Jawa Barat adalah 4 orang,
dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah perempuan

mencapai 1 orang. Rincian keseluruhan perolehan suara DPD RI di Provinsi Jawa
Barat sebagai berikut :

Gambar 3.3 Perolehan Suara DPD RI Provinsi Jawa Barat
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Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU
menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko
Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor
1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVI1/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan
suara di Jawa Barat sebanyak 27.476.079.

1 11 ke Fbdaida | | TGN PSS
Frpadhn Eoml i e 1 Hgdd Pri i Wik | Cpdom-i i
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Gambar 3.4 Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019
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Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan
diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak
kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu
serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama
dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan
kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan
transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi

pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak

30
KPU PROVINSI JAWA BARAT 2020-2024
T ——— ..



menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama

KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi

yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Pada Provinsi Jawa Barat tingkat partisipasi

masyarakat dapat melampaui capaian rata-rata nasional yaitu sebesar 82,57%.

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya

sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun

sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-
2019 sebagai berikut:

1.

Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

a.

® o 0 T

persentase = KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan
yang berlaku.

persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar

pemilih.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

a. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang
melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan
pelanggaran Pemilu/Pemilihan;

c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
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3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan

indikator kinerja sasaran strategis:

a. Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyusun

Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Publik)

b. Nilai akuntabilitas kinerja;

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Jawa Barat 2015-

2019 diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

KPU Provinsi Jawa Barat 2015-2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA 2019 2019 2019
Persentase KPU
Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
yang menye
lenggarakan
Pemilu/Pemilihan 100 100 100
sesuai dengan
jadwal dan
ketentuan yang
berlaku
Meningkatnya Persentase
;e::‘f;;ak’;t dan Meningkatnya gzgﬁlpas' pemilin 77,5 81,59 105,2
partisipasi politik penyelenggaraan | po i pemilihan
dalam pelaksanaan Pem|lu/Pem|I|hgn Persentase
- yang demokratis s .
?emokra& di partisipasi Pemilih 75 81.20 108,26
ndonesia perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase
partisipasi pemilih
disabilitas dalam 75 37,21 49,61
Pemilu/Pemilihan
Persentase pemilih
yang berhak
memilih tetapi tidak 0,2 3,3 16,5
masuk dalam daftar
pemilih
Persentase KPU
Py
yang melaksanatan | | 100|100
perundang- Terla_ksanan_y_a Pem|lu/Pen_1|I|han
undangan yang Pemilu/Pemilihan | tanpa konflik
berlaku yang efektif yang Aman, Persentase
dan efisien Dama|, Jujur dan peny_elengggra
transparan’ Adil Pem|lu/Pem|lI|han
akuntabel ,dan yang terbukti 3 4 67
aksesabel’ melakukan

pelanggaran
Pemilu/Pemilihan
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

TUJUAN

STRATEGIS KINERJA 2019 2019 2019
Persentase
sengketa hukum
yang dimenangkan 87 98,5 88,3

KPU Provinsi/ KPU
Kabupaten Kota

Terwujudnya
lembaga KPU yang
memiliki integritas,
kompetensi,
kredibilitas, dan
kapabilitas dalam
menyelenggarakan
Pemilu
Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

Meningkatnya

Kapasitas - .

Lembaga Nilai ?(Kuntgbﬂﬂas B B* B*
inerja

Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan

Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1.  Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya
secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa
jabatan tertentu.

3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak
mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan
penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara
Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban
sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku

Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janiji jabatan.
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Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip
dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau
golongan,;

2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang
mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau
putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan

4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana

dimaksud,berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu
bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai
kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan
umum untuk mewujudkan keadilan;

6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat
waktu;

8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan
Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran,;
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9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dal k k
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 T e

serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang

Pemilu, Komisi Pemilihan

Umum tunduk terhadap
payung hukum “UUD

disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah 1945”, “Undang-Undang
pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan nomor 7 Tahun 2017,
oleh Penyelenggara Pemilu. tentang Pemilihan Umum,
Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara dan juga “Peraturan Komisi
Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan A i G it
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan indonesia nomor 8 Tahun
adil (Luber-Jurdil). 2019” tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum,

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang- el Pemiiitoes Ui

Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas- Provinsi, dan Komisi

asas Pemilu “Luber-Jurdil” Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara;

2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat
umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh
bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan
haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih
sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum
telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan
dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan
tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu,
pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait
dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; serta
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6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan

Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan
rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik
strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil
Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-
Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara
langsung oleh masyarakat Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok
dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan
Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan

ra mandiri, jujur il rk ian
secara mandini, jujur, adil, berkepastia Payung hukum Komisi Pemilihan Umum

hukum,  tertib, terbuka, proporsional, dalam hal penyelenggaraan Pemilihan
profesional, akuntabel, efektif, serta Umum adalah Undang-Undang Nomor 7
efisien, Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2017.

(amandemen) mengamanatkan Sedangkan  payung  hukum  Komisi
pembentukan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum dalam hal
yang bersifat nasional, tetap, dan penyelenggaraan  Pemilihan  (Kepala
mandiri Daerah) adalah Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016.
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Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya
Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat
menjamin pelaksanaan hak politik
masyarakat’, dipengaruhi oleh 7 (tujuh)
aspek/dimensi — dimensi organisasi, yaitu: 1).
Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya
Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek
Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek
Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek
Dukungan Infrastruktur ~ dan  Teknologi
Informasi  Komunikasi; dan 7). Aspek
Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi
sekaligus menghadapi permasalahan dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa
potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

Keberhasilan sebuah proses
administrasi publik
dipengaruhi oleh:

» Organisasi (model organisasi
dan perilaku birokrasi] yang
baik.

* Manajemen (sistem,
evaluasi program dan
produktivitas, agaran publik,
dan manajemen sumber
daya manusia) yang baik.

* Implementasi (pendekatan
terhadap kebijakan publik &
implementasinya, privatisasi,
administrasi antar
stakeholder, dan etika
birokrasi) yang baik.

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan

mandiri (S1).

2.  Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata

Kelola Pemilu (S3)

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan

Pemilu Serentak (S5).

Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang

KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas

6.
tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7.
dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
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Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum
dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1.  Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh
untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
(W1).

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail
dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan
organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia
yang tinggi (W2).

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan

tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada

organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum
sesuai dengan tugas, fungsi dan beban

o

Jumlah Satker KPU Republik
Indonesia yaitu 549 Satker,

kerjanya (W6). terdiri atas 1 satker KPU RI, 34
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai satker KPU Provinsi, 403 satker
(WT7). KPU Kabupaten, dan 98 satker

KPU Kota.
Pada Pemilu serentak 2019, KPU

felah menempatkan tenaga ahli

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

(W8). di setiap satuan kerja KPU agar
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun penyelenggara pemilu tidak

standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan hanya berbekal pengalaman,

Pemilu Serentak yang diberikan (W9). melainkan dengan intelektual,

10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan Y, €ei {2 SHeleet KETee
gedung dan gudang KPU masih banyak ;flfee;’b’gggi';i Z‘Zrl’gm
dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, mengoptimalkan kapasitas SDM
sehingga belum mendukung kemandirian KPU.
Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

(W11),

38



Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang
(opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1.  Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan
masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu
Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat,
sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

1 2 3

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang
dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman
berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun
pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh
KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat
dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya
(T1).

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam
mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal
mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses
internet) (T4).

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
(T5).

6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi
dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).

8. Biaya politik tinggi (T8).
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9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan
diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).

10.Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi (T10).

11.Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya,
sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).

12.Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan),
permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi
yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan
metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan
data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata —
kata, kategori — kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh
kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat
berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian — kejadian dan kemudian dianalisis dalam
bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

: -.A A ™, A A A .A » A »

POTENSI/KEKUATAN

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat
nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya
Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang
pendidikan dan usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna
meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif
kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi
untuk membangun kepercayaan publik (S4).

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki
kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah,
gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia (S6).

7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
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PELUANG

1.

Keberadaan Komisi Pemilihan
Umum diatur dalam konstitusi
(01).

Tingginya animo masyarakat
dalam Pemilu serta tingginya
harapan masyarakat kepada
Komisi Pemilihan Umum untuk
menyelenggarakan Pemilu
Serentak yang langsung umum
bebas rahasia jujur dan adil
(02).

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang

KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun

juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui

strategi, sebagai berikut:

1.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan
berdasarkan pada kualifikasi,kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar (merit system).

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU
secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
administrasi keuangan KPU.

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis
layanan yang diberikan.

Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta
pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara
berkesinambungan.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan

(hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.

Tabel 3.4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

A A A AYA A » A »

PERMASALAHAN/KELEMAHAN

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di
utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan
tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat
Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang

besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya

Manusia yang tinggi (W2).
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3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja
organisasi (W3).

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja
organisasi masih lemah (W4).

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan
Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga
menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain,
serta adanya loyalitas ganda (W5).

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan
tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W?7).

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).

9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar
pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak
yang diberikan (W9).

10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan
gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah
daerah setempat, sehingga belum mendukung
kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).

11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola
logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepa sasaran
(W11)

PELUANG

1.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum
diatur dalam konstitusi (O1).

1.

Tingginya animo masyarakat dalam
Pemilu serta tingginya harapan
masyarakat kepada Komisi Pemilihan
Umum untuk menyelenggarakan Pemilu
Serentak yang langsung umum bebas
rahasia jujur dan adil (02).

Perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga
kehidupan masyarakat semakin digital
(O3).

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara
baru (O4).

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan
peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui

strategi:

Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan
informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan
Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap
kebijakan dan peraturan yang ditetapkan

Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai
pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU
secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar (merit system).

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku
kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan
maupun setelah Pemilu.

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis
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STRATEGI MENGATAS| KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

layanan yang diberikan.

9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan
aset KPU secara optimal.

10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola
logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 3.5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

POTENSI/KEKUATAN

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat
nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia
yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan
usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan
kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif
kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk
membangun kepercayaan publik (S4).

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki
kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung
dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).

7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

ANCAMAN Meminimalisir dampak dari ancaman

Perkembangan masyarakat yang memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam

menjadibasis pemilih pada Pemilu sangat | Melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi),| 1.  Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan

E)_ﬂl)(.embangan umur dan sebagainya informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan

2. Peran media massa, khususnya media Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan
online sangat besar dalam mempengaruhi
penyebaran informasi palsu (fo0ax) di
masyarakat (T2). 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah
Indonesia yang bervariatif yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
distribusi logistik Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi

yang terintegrasi

administrasi keuangan KPU.

penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Komunikasi di beberapa wilayah belum 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik
optimal mendukung Pemilu (44,16% . o .
Kabupaten/Kota di Indonesia belum Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat
memiliki akses internet) (T4). jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi .
dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 5.  Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan

(T5). keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,
6. Tingginya resiko kecurangan saat .
rekapitulasi suara (T6). advokasi hukum, dan penyuluhannya.

7. Kualitas representasi, baik dalam proses | g Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal
rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi

dalam partai politik masih menciptakan untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas,

jarak antara wakil dan konstituen (T7). jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Biaya politik tinggi (T8).
Masih terdapatnya ancaman kebebasan 7.  Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan

©w
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STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

10.

11.

12.

berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi
terhadap berbagai perbedaan (T9).
Pengelolaan informasi dan komunikasi
publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi (T10).

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum
dapat dipastikan masa berakhirnya,
sehingga mengakibatkan penundaan
Pilkada 2020 (T11).

Pengurangan anggaran akibat pandemi
Covid-19 (T12).

10.
11.

12.

13.

14.

berkelanjutan.

Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan
Pemilu.

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku
kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
Meningkatkan pengawasan internal di KPU.
Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga.
Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU
secara optimal.

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku
kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan
maupun setelah Pemilu.

Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan
tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan

mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan,

gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 3.6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

PERMASALAHAN/KELEMAHAN

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi
secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan
fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi
Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan
tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi
masih lemah (W4).

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi
masih lemah (W4). Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di
Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang
diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada
organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas,
fungsi dan beban kerjanya (W6).

Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi (W8).

Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan
publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan
(W9)
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10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang

11.

KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat,
sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan
Umum (W10).

]Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik
Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

10.

11.

12.

ANCAMAN
Perkembangan masyarakat yang
menjadi basis pemilih pada Pemilu
sangat dinamis, akibat perubahan
lokasi (mutasi), perkembangan umur
dan sebagainya (T1).

Peran media massa, khususnya
media online sangat besar dalam
mempengaruhi penyebaran informasi
palsu (hoax) di masyarakat (T2).
Kondisi geografis dan iklim wilayah
Indonesia yang bervariatif yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan
distribusi logistik Pemilu (T3).
Infrastruktur Teknologi Informasi
Komunikasi di beberapa wilayah
belum optimal mendukung Pemilu
(44,16% Kabupaten/Kota di
Indonesia belum memiliki akses
internet) (T4).

Tingginya dinamika politik dan
regulasi dalam penyelenggaraan
Pemilu Serentak (T5).

Tingginya resiko kecurangan saat
rekapitulasi suara (T6).

Kualitas representasi, baik dalam
proses rekrutmen, kaderisasi dan
kandidasi dalam partai politik masih
menciptakan jarak antara wakil dan
konstituen (T7).

Biaya politik tinggi (T8).

Masih terdapatnya ancaman
kebebasan berpendapat, intoleransi,
dan diskriminasi terhadap berbagai
perbedaan (T9).

Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik di Pusat dan
daerah yang belum terintegrasi
(T10).

Pandemi Covid-19 di Indonesia
belum dapat dipastikan masa
berakhirnya, sehingga
mengakibatkan penundaan Pilkada
2020 (T11).

Pengurangan anggaran akibat
pandemi Covid-19 (T12).

Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan
ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan
tupoksi KPU, dengan strategi:

1.

11.

Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta
dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan
KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum,
dan penyuluhannya.

Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran
indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU
secara optimal.

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.
Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,
transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan
baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah
Pemilu.

Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan

penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa
melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal
sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana
alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau

gangguan lainnya
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Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi
sebagai berikut:

Tabel 3.7 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik 1. Meningkatkan tata
. _ kelola/manajemen
pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. KPU

b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga.

Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan KPU.

e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

f.  Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit
system).

g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan
peraturan yang ditetapkan.

h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan).

i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan
yang diberikan.

j- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara
berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik 2. !\/Ieningk_atkan _
investasi kapasitas

dan profesionalisme
kualitas, dan tepat sasaran SDM KPU

b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap

Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat

dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat.

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,

transparan, akuntabel, dan berintegritas.

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan d. Meningkatkan
) investasi asset
software) KPU di Ibu Kota Negara baru teknologi dan BMN-
b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara KPU
optimal

c. Meningkatkan kualitas puublikasi, pengelolaan data dan informasi

secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis

teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
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STRATEGI SWOT SINTESA

a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta a. Menyiapkan
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui payung/dasar hukum
usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau yang kuat

seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam,
kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya

b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan
Penyuluhannya

a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara b. Meningkatkan
berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi kematangan berpolitik
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. masyarakat

b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.

c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama
dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang

merupakan akronim dari:

1)  Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;

2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3) Meningkatkan investasi aset teknologi;

4)  Menyiapkan payung/dasar hukum; dan

5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni
“‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”,
Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi”
guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong
penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,

tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.
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Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi”

terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1.  Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan
kandidasi dalam partai
politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;

Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus
diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik
korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat,
intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan
persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan,
kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan
penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan

turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur
dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga)
indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara
garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1.  Kebebasan Sipil (Civil Liberties),
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan
berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari
diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak
memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan
pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (/nstitutions of
Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai

politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

48



Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target

nasional,

adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi

beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut

dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

a.
b.

a.

b.

Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga

kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan

yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan

Pemilu; dan

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.
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BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024 KPU Provinsi Jawa Barat

Program KPU Provinsi Jawa Barat mengacu pada Renstra KPU Republik
Indonesia. Dalam Renstra KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024
mencantumkan bahwa terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit
system);

b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan
peraturan yang ditetapkan;

c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan)

d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan
yang diberikan;

e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan
yang terintegrasi;

g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

h.  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

I. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU,

J- Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;

k.  Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

l. Menyelenggarakan  dukungan  operasional dan  pemeliharaan
perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara
optimal.

2.  Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi,
dengan arah kebijakan:
a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
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b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik
pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,
transparan, akuntabel, dan berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat
kualitas, dan tepat sasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya; dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Kegiatan Tahun 2020-2024 KPU Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat mengacu pada 2 (dua)
program yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan yang direncanakan merupakan
turunan dari Program Program Dukungan Manajemen dan Program
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Kegiatan yang telah
dibuat mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia,

sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 PENYUSUNAN INDIKATOR PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM KPU

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024
SASARAN

NO NAMA PROGRAM PROGRAM INDIKATOR NAMA KEGIATAN
1 | Program Dukungan | 1. Meningkatnya Persentase kesesuaian | Pembinaan Sumber Daya
Manajemen Kapasitas ~ SDM | kompetensi pegawai | Manusia dan Pelayanan
yang Berkompeten | terhadap standar | Administrasi Kepegawaian
kompetensi

penugasannya di KPU
Provinsi dan  KPU

Kabupaten/Kota
2. Terwujudnya Persentase Tersedianya | Penyelenggaraan
Dukungan Sarana | Sarana dan Prasarana | Operasional dan Dukungan
dan Prasarana | untuk Memenuhi | Sarana Prasarana Kantor
Guna Kebutuhan Kerja
Meningkatkan Pegawai yang Berfungsi
Kelancaran Tugas | gengan Baik di KPU
KPU Provinsi  dan  KPU
Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya o Nilai Evaluasi atas | e Pelaksanaan
Akuntabilitas Akuntabilitas  Kinerja |  Perencanaan, Organisasi
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SASARAN

NO NAMA PROGRAM PROGRAM INDIKATOR NAMA KEGIATAN
Keuangan dan | KPU Provinsi dan KPU | e Pelaksanaan
Kinerja KPU Kabupaten/Kota Pengelolaan  Keuangan
¢ Persentase Opini BPK | dan Barang Milik Negara
Atas Laporan | e Pemeriksaan dan
Keuangan KPU | Pengawasan Internal
Provinsi dan KPU Wilayah |, Il dan Il
Kabupaten/Kota
4. Terwujudnya Data | Persentase  ketepatan | Pelaksanaan Perencanaan,
Pemilih  secara | waktu KPU Provinsi atau | Organisasi
Berkelanjutan KPU Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Data,
dalam  pemutakhirkan | Teknologi dan Informasi
Data Pemilih
2 | Program 1. Terwujudnya Persentase keberhasilan | Pelaksanaan Pengelolaan
Penyelenggaraan Dukungan Logistik | distribusi logistik | Logistik
Pemilu Dalam | dalam Pemilu/Pemilihan secara
Proses Konsolidasi | Penyelenggaraan | tepat jumlah, tepat jenis,
Demokrasl Pemilu/Pemilihan | tepat mutu dan tepat
waktu oleh Satker KPU
Provinsi atau  KPU
Kabupaten/Kota
2. Terwujudnya Persentase keberhasilan | e Pelaksanaan Teknis
Tahapan penyelenggaraan Pemilu/  Pemilihan dan
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan  yang PAW
Sesuai Jadwal sesuai jadwal oleh KPU | e Fasilitasi Pelatihan
Provinsi/KPU Masyarakat dan
Kabupaten/Kota Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat
¢ Pengelolaan Data,
Teknologi dan Informas
Tabel 4.2 Kegiatan turunan dari Program Dukungan Manajemen
(\[0) NAMA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
1 | Pelaksanaan Terwujudnya rencana kerja dan | Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi
Perencanaan, anggaran KPU, KPU Provinsi | atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana
Organisasi dan KPU Kabupaten/Kota yang | kerja yang telah ditetapkan

efektif dan efisien

Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan Pemilu yang
tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi
yang dilakukan secara akuntabel dan tepat
waktu oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

Persentase tercapainya target kinerja KPU,
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
sesuai dengan perjanjian kinerja

Terwujudnya Reformasi
Birokrasi di KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota

Persentase KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot
project yang mendapat nilai minimal B untuk
penilaian mandiri RB
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\[o] NAMA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
2 | Pembinaan Sumber | Meningkatnya tertib administrasi | Persentase pegawai yang mendapatkan
Daya Manusia dan dan pengelolaan sumber daya Iakyanar; klepekgawaian sEcar;PtSp:t waktu dan
. . . | manusia akurat di lingkungan satker rovinsi atau
PeIayanan_Admlnlstra5| KPU Kabupaten/Kota
Kepegawaian Tersedianya data dan informasi | Persentase Pegawai KPU Provinsi atau KPU
kepegawaian Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat
dalam Data Base Kepegawaian berbasis
teknologi informasi
Pembentukan Badan | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan
Penyelenggara Adhok dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
3 | Pelaksanaan Terlaksananya sistem akuntansi | Jumlah laporan sistem akuntansi dan
Pengelolaan Keuangan dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan di KPU Provinsi atau
dan Barang Milik KPU Kabupaten/Kota
Negara Terselesaikannya permasalahan | Persentase permasalahan dalam pengelolaan
pengelolaan keuangan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
Tersusunnya laporan | Persentase ketepatan waktu dan kevalidan
pertanggungjawaban data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
penggunaan anggaran dalam penyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA
Terwujudnya Pengelolaan | Persentase kepatuhan dan tertib KPU Provinsi
Barang Milk Negara sesuai | dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan
dengan Peraturan dan | Barang Milik Negara yang Material
Perundangan yang berlaku
4 | Penyelenggaraan Meningkatnya Kualitas Tata | Jumlah rancangan Peraturan KPU Provinsi
Operasional dan Kelola Administrasi Persuratan | atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan
Dukungan Sarana dan Pengelolaan Arsip KPU Provinsi atau KPU  Kabupaten/Kota

Prasarana Kantor

tentang kearsipan yang telah disusun

Terwujudnya Dukungan Sarana

dan Prasarana guna
Meningkatkan Kelancaran
Tugas KPU

Persentase ketersediaan sarana transportasi
untuk mendukung kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik di lingkungan satker
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik di lingkungan satker
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang
berfungsi dengan baik
Terwujudnya Keamanan dan | Persentase gangguan keamanan dalam
Ketertiban  di lingkungan | lingkungan KPU  Provinsi atau KPU
KPU/KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
Kabupaten/Kota
Terwujudnya Dukungan Sarana | Persentase ketersediaan sarana transportasi
dan Prasarana guna | untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat
Meningkatkan Kelancaran | dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi
Tugas KPU atau KPU Kabupaten/Kota

Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat
dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota

Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang
KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
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Tabel 4.3 Kegiatan turunan dari Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi

Demokrasi
\[0) NAMA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
1 | Pelaksanaan Terlaksananya penyelesaian | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam
sengketa dan pelayanan | perkara perselisihan sengketa hukum yang
3::::nmgan Bantuan pertimbangan hukum dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
Penurunan jumlah sengketa hukum yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase
sengketa hukum yang dimenangkan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan
KPU
2 | Pelaksanaan Teknis | Terwujudnya Penyelenggaraan | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota
Pemilu/ Pemilihan | Pemilu | Pemilihan Sesuai | yang menetapkan jadwal tahapan ;ian petunjuk
Jadwal teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan
dan PAW sesuai dengan jadwal.
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data
wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah
Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
Terlaksananya layanan | Persentase proses PAW anggota DPR dan
administrasi PAW tepat waktu | DPD, = DPRD  Provinsi dan  DPRD
dan sesuai aturan Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja
Pengelolaan  Calon Peserta | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat
Pemilu difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
4 Fasilitasi  Pelatihan | Pengelolaan  Rumah  Pintar | Persentase KPU Provinsi dan KPU
Masyarakat dan | Pemilu sabui)atenlgotah I:3>/ang Pdilelng(I;{aFr’);)) dengan
igitalisasi Rumah Pintar Pemilu
Penyelenggaraan Pendidikan  Pemilih  Kepada | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang
Hubungan Masyarakat Umum memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan
Masyarakat Demokrasi" untuk masyarakat umum
Pendidikan  Pemilih  Kepada | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang
Pemilih Pemula, Perempuan, | memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan

dan Disabilitas

Demokrasi" untuk pemilih perempuan

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih pemula

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih disabilitas

Meningkatnya kualitas layanan
informasi dan data yang cepat
serta akurat

Persentase  Permohonan informasi  yang
ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Persentase informasi dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media
massa Nasional

Persentase informasi dan publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media
publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja

Sosialisasi  Kebijakan ~ KPU
Kepada Stakeholder (Partai
Politik, LSM, Ormas, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, dan

Persentase  penyampaian informasi  dan
publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang
ditampilan di media publikasi oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota
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Masyarakat)
Pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi | Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi
Pengelolaan Logistik pengelolaan data kebutuhan, | dan KPU Kabupaten/Kota  yang
pengadaan, pendistribusian, | menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada
serta pemeliharaan dan | permasalahan anggaran dalam pemenuhan
inventarisasi logistik | kebutuhan logistik
Pemilu/pemilihan Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi
dan KPU  Kabupaten/Kota dalam proses
pengadaan logistik untuk keperluan
Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap
proses pengadaan yang mengakibatkan
kerugian negara atau pemborosan uang negara
Persentase keberhasilan pendistribusian logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan
waktu oleh KPU, KPU Provinsi  atau KPU
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data, | Tersedianya data, informasi, | Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota
Teknologi dan | sarana dan prasarana teknologi | dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data
Informasi informasi  serta  penerapan | pemilih secara berkelanjutan
egovernment KPU
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C. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh satuan

kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator

Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tujuan

Tabel 4.4 Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Sasaran

Indikator

Target Kinerja

2020 2021

2022

2023

Strategis

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Terwujudnya
Sistem Informasi
mengenai Partai

Persentase informasi
mengenai partai politik

0 yang mutakhir dan 20% 25% 30% 35% 40%
gr?gglrg::g dipu_blikasikan pada
berkualitas publik
Terwujudnya Indeks Reformasi
Sumber Daya Birokrasi B B B B B
Manusia dan Nilai Akuntabilitas
Lembaga KPU Kinerja 6 " 8 & 80
yang berkualitas | Opini BPK atas
Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai Keterbukaan o 0 o 0 0
Informasi Publik 100% 100% 100% 100% 100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
Terwujudnya Persentase Partisipasi 77,5% | 77,5% | 77,5%
Kesadaran Pemilih dalam 77,5% -
Pemilih, Pemilu/Pemilihan
Kepemiluan dan | Persentase Partisipasi
Demokrasi yang | Pemilih Perempuan
tinggi untuk dalam 77% i 77% 77% 77%
seluruh lapisan Pemilu/Pemilihan
masyarakat Pers.e.ntas.e Pr_cl_rtisipasi
Femilih Disabiltas 50% - 7% | 77% | 77%
Pemilu/Pemilihan
Terwujudnya Persentase Pemilih
koordinasi yang Berhak Memilih
penyelenggaran | Tetapi Tidak Masuk o o o
kepemiluan yang | dalam Daftar Pemilih 3% 2,9% 2,8% 2,7% | 2,6%
sesuai dengan Tetap
Standar
Pelayanan
Publik, disertai Persentase KPU
pengelolaan data | proyinsj, dan KPU
csigpt;nformaa Kabupaten/Kota yang
. menyelenggarakan o
dokumentasi Pemilu/Pemilihan 100% 100% 100% 100% 100%
pelaksanaan - -
Pemilu berbasis sesuai dengan jadwal
teknologi dan ketentuan yang
informasi yang berlaku
terintegrasi
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Persentase KPU
Terwujudnya Provinsi, dan KPU
Pemilu Serentak | Kabupaten/Kota yang
yang aman dan melaksanakan 100% 100% 100% 100% 100%
damai disertai Pemilu/Pemilihan yang
penyelesaian Aman dan Damai
sengketa hukum | Persentase Sengketa
yang baik Hukum yang 89% 89% 89% 89% 90%

dimenangkan KPU
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Tabel 4.5 PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024

NAMA SASARAN TARGET KINERJA
NO  prROGRAM PROGRAM INDIKATOR 2020 201 2022 2023 2024

Program Meningkatnya Persentase
Dukungan Kapasitas SDM yang | kesesuaian
Manajemen Berkompeten kompetensi
pegawai terhadap
standar kompetensi 90% | 95% 95% | 100% | 100%
penugasannya  di
KPU Provinsi dan
KPU
Kabupaten/Kota

Terwujudnya Persentase
Dukungan Sarana dan | Tersedianya Sarana
Prasarana Guna | dan Prasarana
Meningkatkan untuk  Memenuhi
Kelancaran Tugas | Kebutuhan Kerja
KPU Pegawai yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Berfungsi  dengan
Baik di  KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja
Keuangan dan Kinerja | KPU Provinsi dan B B B B B
KPU KPU

Kabupaten/Kota

Persentase  Opini
BPK Atas Laporan
Keuangan KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

WTP | WTP | WTP | WTP | WTP

Terwujudnya Data | Persentase
Pemilih secara | ketepatan  waktu
Berkelanjutan KPU Provinsi atau
KPU  Kabupaten/
Kota dalam
pemutakhirkan Data
Pemilih

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

2 | Program Terwujudnya Persentase
Penyelenggaraan | Dukungan  Logistik | keberhasilan
Pemilu  Dalam | dalam distribusi  logistik
Proses Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Konsolidasi Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah,
Demokrasl tepat jenis, tepat 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
mutu dan tepat
waktu oleh Satker
KPU Provinsi atau
KPU
Kabupaten/Kota
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NAMA SASARAN TARGET KINERJA

NO  proGRAM PROGRAM INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya Tahapan | Persentase
Pemilu/Pemilihan keberhasilan
Sesuai Jadwal penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan
yang sesuai jadwal 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
oleh KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota

Tabel 4.6 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

TARGET KINERJA
N0 (eGIaTAN KEGIATAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023

NAMA SASARAN

Pelaksanaan Terwujudnya rencana | Jumlah revisi yang

Perencanaan, kerja dan anggaran | dilakukan KPU
Organisasi KPU, KPU Provinsi | Provinsi atau KPU
dan KPU | Kabupaten/Kota 10kali | 10kali | 10kali 10 kali 10 kali
Kabupaten/Kota yang | terhadap  rencana
efektif dan efisien keria yang telah
ditetapkan
Terwujudnya  sistem | Persentase laporan
administrasi monitoring dan
penyelenggaraan evaluasi yang
Pemilu yang tertib, | dilakukan secara 0 0 o o 0
efektif dan efisien akuntabel dan tepat 75% 75% 75% 75% 75%

waktu oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
Persentase
tercapainya  target
kinerja KPU, KPU
Provinsi atau KPU | 90% 90% 90% 90% 90%
Kabupaten/Kota
yang sesuai dengan
perjanjian kinerja

Terwujudnya Persentase KPU
Reformasi Birokrasi di | Provinsi, KPU
KPU Provinsi dan KPU | Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang ditunjuk
sebagai Pilot project B B B B B

yang mendapat nilai
B untuk Penilaian
Mandiri RB
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NO

NAMA

KEGIATAN

Pembinaan
Sumber
Manusia
Pelayanan
Administrasi

Daya

dan

Kepegawaian

SASARAN
KEGIATAN

tertib
dan
sumber

Meningkatnya
administrasi
pengelolaan
daya manusia

INDIKATOR

Persentase pegawai
yang mendapatkan
layanan
kepegawaian secara
tepat waktu dan
akurat di lingkungan
satker KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota

97.5%

TARGET KINERJA

2021

97.5%

2022

97.5%

2023

97.5%

97.5%

Tersedianya data dan
informasi kepegawaian

Persentase Pegawai
KPU Provinsi  atau
KPU
Kabupaten/Kota
yang Tercatat secara
akurat dalam Data
Base Kepegawaian
berbasis  teknologi
informasi

50%

70%

80%

90%

95%

Pembentukan Badan
Penyelenggara Adhok

Jumlah badan adhok
yang dipersiapkan
dan dibentuk di
lingkungan  satker
KPU Provinsi  dan
KPU
Kabupaten/Kota

8Satker

27Satker

27Satker

Pelaksanaan
Pengelolaan
Keuangan
Barang
Negara

dan
Milik

Terlaksananya sistem
akuntansi dan
pelaporan keuangan

Jumlah laporan
sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan
di KPU Provinsi atau
KPU
Kabupaten/Kota

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

Terselesaikannya
permasalahan
pengelolaan keuangan

Persentase
permasalahan dalam
pengelolaan
keuangan yang
dapat diselesaikan
oleh KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota

80%

85%

85%

90%

90%

Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran

Persentase
ketepatan waktu dan
kevalidan data KPU
Provinsi  atau KPU
Kabupaten/Kota
dalam
penyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Anggaran
SIMONIKA

berbasis

95%

95%

95%

95%

95%
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NO

NAMA

KEGIATAN

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA

2021

2022

2023

2024

Terwujudnya Persentase
Pengelolaan  Barang | kepatuhan KPU
Milik Negara sesuai | Provinsi dan KPU
dengan Peraturan dan | Kabupaten/Kota
Perundangan  yang | dalam Pengelolaan | 98% 98% 98% 98% 98%
berlaku Barang Milik Negara
yang Material
dengan patuh dan
tertib
4 | Penyelenggaraan | Meningkatnya Kualitas | Persentase
Operasional dan | Tata Kelola | pengelolaan  Arsip
Dukungan Administrasi Inaktif sesuai Aturan o 0 o 0 o
Sarana Persuratan dan | Kearsipan oleh KPU 87.5% | 87.5% 87.5% 87.5% 87.5%
Prasarana Pengelolaan Arsip Provinsi dan KPU
Kantor Kabupaten/Kota
Terwujudnya Persentase
Dukungan Sarana | ketersediaan sarana
dan Prasarana guna | transportasi  untuk
Meningkatkan mendukung  kinerja
Kelancaran Tugas pegawai yang | 4400 100% 100% 100% 100%
KPU berfungsi  dengan
baik di lingkungan
satker KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota
Persentase
ketersediaan fasilitas
perkantoran  untuk
mendukung  kinerja
pegawal Yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
berfungsi  dengan
baik di lingkungan
satker KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota
Persentase
ketersediaan
Gedung dan Gudang
KPU Provinsi atau | 100% 100% 100% 100% 100%
KPU Kab/Kota yang
berfungsi  dengan
baik
Terwujudnya Persentase
Keamanan dan | gangguan keamanan
Ketertiban di | dalam  lingkungan
lingkungan KPU Provinsi  atau
KPU/KPUProvinsilKPU | KPU 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang dapat
ditanggulangi
Terwujudnya Persentase
Dukungan Sarana dan | ketersediaan sarana
Prasarana guna | transportasi  untuk
Meningkatkan mendukung kinerja |  70% 70% 70% 70% 70%
Kelancaran Tugas | pegawai yang dapat
KPU dipenuhi di
lingkungan  satker
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NAMA SASARAN TARGET KINERJA

NO  kesiaTan KEGIATAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023

KPU Provinsi  atau
KPU
Kabupaten/Kota
Persentase
ketersediaan fasilitas
perkantoran  untuk
mendukung  kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi di
lingkungan  satker
KPU Provinsi  atau
KPU
Kabupaten/Kota
Persentase
ketersediaan
Gedung dan Gudang
KPU Provinsi dan | 72% 72% 2% 2% 72%
KPU
Kabupaten/Kota
yang dapat dipenuhi

70% 70% 70% 70% 70%

Tabel 4.7 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam
Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

NAMA SASARAN TARGET KINERJA
INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN 2021 2022 2023
2 | Pelaksanaan Terlaksananya Penurunan  jumlah
Dukungan penyelesaian sengketa  hukum
Bantuan Hukum | sengketa dan | dalam perkara
pelayanan perselisihan 8 8 3 19 9
pertimbangan sengketa  hukum | perka perka perka perka perka
hukum yang dihadapi oleh ra ra ra ra ra
KPU Provinsi  atau
KPU
Kabupaten/Kota
Penurunan jumlah
sengketa  hukum 3 3 2 9 20
yang diajukan ke | perka perka perka perka perka
Mahkamah ra ra ra ra ra
Konstitusi
Persentase
sengketa  hukum
yang dimenangkan
KPU Provinsi  atau
KPU 89% 89% 89% 89% 90%
Kabupaten/Kota
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NAMA

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA

KEGIATAN

Pelaksanaan Teknis
Pemilu/ Pemilihan
dan PAW

KEGIATAN

Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemilu / Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase
ketepatan  waktu
dalam  penetapan
jadwal tahapan dan
petunjuk teknis
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
oleh KPU Provinsi
dan KPU
Kabupaten/Kota

100%

2021 2022 2023

100% 100% 100%

100%

Persentase ~ KPU
Provinsi  dan KPU
Kabupaten/Kota
yang
memutakhirkan
data
wilayah/pemetaan
dan penetapan
Daerah  Pemilihan
untuk Pemilu Tahun
2024

100%

100% 100% 100%

100%

Terlaksananya
layanan
administrasi  PAW
tepat waktu dan
sesuai aturan

Persentase proses
PAW anggota DPR
dan DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
dapat diselesaikan
dalam waktu 5 hari
kerja

100%

100% 100% 100%

100%

Pengelolaan Calon
Peserta Pemilu

Persentase  Calon
Peserta Pemilu
yang dapat
difasilitasi oleh KPU
Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota

27
Satker

27 27 27
Satker Satker Satker

27
Satker

Fasilitasi
Pelatihan
Masyarakat dan
Penyelenggaraan
Hubungan
Masyarakat

Pengelolaan
Rumah
Pemilu

Pintar

Persentase  Satker
yang melaksanakan
Digitalisasi Rumah
Pintar Pemilu (RPP)

27
Satker

27Satker | 27Satker | 27Satker

27Satker

Pendidikan Pemilih
Kepada Masyarakat
Umum

Persentase satker
KPU
Kabupaten/Kota
yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan  dan
Demokrasi"  untuk
masyarakat umum

85%

90% 95% 98%

100%

Pendidikan Pemilih
Kepada Pemilih
Pemula,
Perempuan,
Disabilitas

dan

Persentase  satker
KPU
Kabupaten/Kota
yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan  dan
Demokrasi"  untuk
pemilih perempuan

85%

95% 98%

90%

100%
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SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

Persentase  satker
KPU
Kabupaten/Kota
yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan  dan
Demokrasi"  untuk
pemilih pemula

85%

TARGET KINERJA

2021

90%

2022

95%

2023

98%

100%

Persentase satker
KPU
Kabupaten/Kota
yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan  dan
Demokrasi"  untuk
pemilih disabilitas

85%

90%

95%

98%

100%

Meningkatnya
kualitas  layanan
informasi dan data
yang cepat serta
akurat

Persentase
Permohonan
informasi
ditindaklanjuti
melalui PPID sesuai
dengan SOP di
KPU Provinsi atau
KPU
Kabupaten/Kota

yang

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
informasi dan
publikasi  tahapan
Pemilu/Pemilihan
yang dimuat di 10
media massa
Nasional

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
informasi dan
publikasi  tahapan
Pemilu/Pemilihan
yang ditampilkan di
media publikasi
oleh KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota
paling lambat 1
(satu) hari kerja

100%

100%

100%

100%

100%

Sosialisasi
Kebijakan
Kepada
Stakeholder (Partai
Politik, LSM,
Ormas, Pemerintah
Daerah, Perguruan
Tinggi, dan
Masyarakat)

KPU

Persentase
penyampaian
informasi dan
publikasi dalam
tahapan
Pemilu/Pemilihan
yang ditampilan di
media publikasi
oleh KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota

1 Prov
27 Kab/
Kota

1 Prov
27Kab/
Kota

1 Prov
27 Kab/
Kota

1 Prov
27 Kab/
Kota

1 Prov
27 Kab/
Kota
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NO

NAMA
KEGIATAN

Pelaksanaan
Pengelolaan
Logistik

SASARAN
KEGIATAN

Terlaksananya
fasilitasi
pengelolaan
kebutuhan,
pengadaan,
pendistribusian,
serta pemeliharaan
dan  inventarisasi
logistik
Pemilu/pemilihan

data

INDIKATOR

Persentase
keberhasilan KPU,
KPU Provinsi  dan
KPU
Kabupaten/Kota
yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan
tanpa ada
permasalahan
anggaran
pemenuhan
kebutuhan logistik

dalam

2020

100%

2021

100%

TARGET KINERJA

2022

100%

2023

100%

2024

100%

Persentase
keberhasilan KPU,
KPU Provinsi  dan
KPU
Kabupaten/Kota
dalam proses
pengadaan logistik
untuk keperluan
Pemilu/Pemilihan
tanpa adanya kasus
terhadap  proses
pengadaan  yang
mengakibatkan
kerugian  negara
atau  pemborosan
uang negara

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
keberhasilan
pendistribusian
logistik
Pemilu/Pemilihan
secara tepat jenis,
jumlah dan waktu
oleh KPU, KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan
Data, Teknologi
dan Informasi

Tersedianya data,
informasi,  sarana
dan prasarana
teknologi  informasi
serta  penerapan
egovernment KPU

Persentase
keberhasilan KPU
Kabupaten/Kota
dan KPU Provinsi
dalam
Pemutakhiran data
pemilih secara
berkelanjutan

100%

100%

100%

100%

100%
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PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan KPU dan
seluruh unit kerja termasuk KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana
strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas
pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang
ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi
Jawa Barat tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan
pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen
bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN
2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala
kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan
berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan
penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi
masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah
ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

RIFQI ALIMUBAROK
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LAMPIRAN
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FORMAT PENYUSUNAN
PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
RENSTRA KPU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020-2024

Tabel 6.1 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Target Kinerja
i
Kegiatan Sasaran Kegiatan 2022
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
. . Persentase kesesuaian kompetensi
Meningkatnya Kapasitas SDM pegawai terhadap standar 90% 95% 100% 100% 100%
yang Berkompeten kompetensi penugasannya
Terwujudnya Dukungan Sarana Persentase Tersedianya Sarana dan
dan Prasarana Guna Prasarana untuk Memenuhi
Meningkatkan Kelancaran Tugas | Kebutuhan Kerja Pegawai yang 100% 100% 100% 100% 100%
KPU Berfungsi dengan Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja KPU Kinerja KPU B B B B B
ini BPK atas L Ki
Sﬁ'ﬁ" alas Laporan Reuangan WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi KPU 6 7 8 9 80
Terwujudnya Data Pemilih Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/
secara Berkelanjutan Kota yang memutakhirkan Data 100% 100% 100% 100% 100%
Pemilih Tepat Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Terwujudnya rencana Kerja dan Jumlah revisi yang dilakukan
anggaran KPU Provinsi dan KPU | 4 o5 rencana kerja yang telah 10 kali 10 Kali 10 Kali 10 kali 10 kali
Kabupaten/Kota yang efektif dan ditetapkan
efisien P
Terwu{udnya SiSteQ ac!lministrasi Persentase KPU Provinsi dan KPU
penyelenggaraan Pemilu yang K ten/Kot t t
tertib, efektif dan efisien kiizl:jgﬁyean{ercc‘::p);?r;%sira%edengan 90% 90% 90% 90% 90%
perjanjian kinerja
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikat Target Kinerja
ndikator
Kegiatan Sasaran Kegiatan 2022
Terwujudnya Reformasi Birokrasi e
di KPU Provinsi dan KPU Persentase KPU Provm_su KPU
Kabupaten/Kota Kabupa_ten/Kota yang ditunjuk
sebagai pilot project yang mendapat B B B B B
nilai minimal B untuk penilaian
mandiri RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya tertib administrasi Persentase pegawai yang
dan pengelolaan sumber daya mendapatkan layanan kepegawaian 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%
manusia secara tepat waktu dan akurat
Persentase Pegawai yang Tercatat
Tersedianya data dan informasi secara akurat dalam Data Base
kepegawaian Kepegawaian berbasis teknologi 100% 100% 100% 100% 100%
informasi
27 Satker 27 Satker
Pembentukan Badan 8 Satker (Provinsi/ (Provinsi/
Jumlah badan adhok yang rovinsi rovinsi
Penyelenggara Adho ; - . Kabupaten/ - -
K yelengg dipersiapkan dan dibentuk ( P Kabupaten/ | Kabupaten/
Kota)
Kota) Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Terlaksananya sistem akuntansi ; ;
dan pelaporan keuangan ;légl[?:r;pgig:ésatﬁm akuntansi dan 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
. Persentase permasalahan dalam
Terselesaikannya permasalahan
pengelolaan keuangan gﬁsr;gl]:;gliakg?] keuangan yang dapat 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang Menyampaikan
Tersusunnya _Iaporan Laporan Pertanggungjawaban
pertanggung jawaban ) A berbasi 100% 100% 100% 100% 100%
enggunaan anggaran enggunaan Anggaran berbasis
P SIMONIKA yang Tepat Waktu dan
Valid
Eggr%uﬁﬂri]lﬁ?ﬁ:gggzgsgai Pengelolaan Barang Milik Negara
dengan Peraturan dan ¥ar?% Material dengan patuh dan 100% 100% 100% 100% 100%
Perundangan yang berlaku ert
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
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Program/ Sasaran Program (Outcome)/ Target Kinerja

Indikator
Kegiatan Sasaran Kegiatan 2021 2022

Meningkatnya Kualitas Tata Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kelola Administrasi Persuratan Kabupaten/Kota yang Mengelola 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
dan Pengelolaan Arsip Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
Terwujudnya Dukungan Sarana Persentase sarana transportasi untuk
dan Prasarana guna mendukung kinerja pegawai yang 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan Kelancaran Tugas | berfungsi dengan baik
KPU Persentase fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja pegawai 100% 100% 100% 100% 100%

yang berfungsi dengan baik
Persentase Gedung dan Gudang

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota 100% 100% 100% 100% 100%
yang berfungsi dengan baik
Terwujudnya Keamanan dan Persentase gangguan keamanan
Ketertiban di lingkungan KPU dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU o
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang dapat 100% 100% 100% 100% 100%
ditanggulangi
Terwujudnya Dukungan Sarana Persentase sarana transportasi untuk
dan Prasarana guna mendukung kinerja pegawai yang 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan Kelancaran Tugas | dapat dipenuhi
KPU Persentase fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja pegawai 100% 100% 100% 100% 100%

yang dapat dipenubhi
Persentase Gedung dan Gudang
KPU Provinsi yang dapat dipenuhi

100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 6.2 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024
Sasaran Program Target Kinerja

Program/

Kegiatan (Outcome)/Sasaran Indikator

Kegiatan
Il. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

2021 2022

Terwujudnya Dukungan Logistik | Persentase Satker yang
dalam Penyelenggaraan mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan secara tepat 100% 100% 100% 100% 100%
sasaran, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat mutu, dan tepat waktu
Terwujudnya Tahapan Persentase KPU Provinsi/KPU
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan jadwal

100% 100% 100% 100% 100%
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Sasaran Program Target Kinerja

Program/ :
Keg%atan (Outcome)/Sasaran Indikator 2022
Kegiatan
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
Terlaksananya penyelesaian Penurunan jumlah sengketa hukum 3 3 3 19 9
sengketa dan pelayanan dalam perkara perselisihan sengketa K K K K K
pertimbangan hukum hukum perkara perkara perkara perkara perkara
Penurunan jumlah sengketa hukum 3
yang diajukan ke Mahkamah 3 perkara 2 S 20
Konstitusi perkara perkara perkara perkara
giizzﬁgtﬁgfaieﬁgﬁeta hukum yang 89% 89% 89% 89% 90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW
Terwujudnya Penyelenggaraan Persentase KPU Provinsi dan
Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | KPU Kabupaten/Kota yang
menetapkan jadwal tahapan dan
petunjuk teknis penyelenggaraan 100% 100% 100% 100% 100%
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal.

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang memutakhirkan
data wilayah/pemetaan dan 100% 100% 100% 100% 100%
penetapan Daerah Pemilihan untuk
Pemilu Tahun 2024

Terlaksananya layanan Persentase proses PAW anggota
administrasi PAW tepat waktu DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan
dan sesuai aturan DPRD Kabupaten/Kota dapat 100% 100% 100% 100% 100%
diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
Pengelolaan Calon Peserta Persentase Calon Peserta Pemilu 9 Satker 9 Satker 9 Satker 9 Satker 9 Satker
Pemilu yang dapat difasilitasi
(Provinsi/ (Provinsi/ (Provinsi/ (Provinsi/ (Provinsi/
Kabupaten/ Kabupaten/ Kabupaten/ Kabupaten/ Kabupaten/
Kota) Kota) Kota) Kota) Kota)
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Pengelolaan Rumah Pintar Persentase KPU Provinsi, KPU
Pemilu Kabupaten/Kota yang dilengkapi
dengan digitalisasi Rumah Pintar ! ?Tger 3 igﬁ;er 5 ggct;er 7 ??ct;er 9 1808&';”
Pemilu (RPP) (11%) (33%) (55%) (77%) (100%)
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Program/

Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran

Kegiatan
Pendidikan Pemilih Kepada
Masyarakat Umum

Indikator

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota/ yang memiliki
"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk masyarakat umum

80%

80%

Target Kinerja

2022

90%

100%

100%

Pendidikan Pemilih Kepada
Pemilih Pemula, Perempuan,
dan Disabilitas

Persentase satker

KPU Kabupaten/Kota yang memiliki
"Pendidikan Pemilih

Kepemiluan dan Demokrasi" untuk
pemilih perempuan

80%

80%

80%

100%

100%

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang memiliki
"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih pemula

80%

80%

80%

100%

100%

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang memiliki
“Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih disabilitas

80%

80%

80%

100%

100%

Meningkatnya kualitas layanan
informasi dan data yang cepat
serta akurat

Persentase Permohonan informasi
yang ditindaklanjuti melalui PPID
sesuai dengan SOP

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase informasi dan publikasi
tahapan Pemilu/Pemilihan yang
dimuat di media massa

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase informasi dan publikasi
tahapan Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media publikasi KPU
paling lambat 1 (satu) hari kerja

100%

100%

100%

100%

100%

Sosialisasi Kebijakan KPU
Kepada Stakeholder (Partai
Politik, LSM,Ormas, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, dan
Masyarakat)

Persentase penyampaian informasi
dan publikasi dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di
media publikasi

1 Provinsi;
8 kab/ kota

1 Provinsi;
8 kab/ kota

1 Provinsi;
8 kab/ kota

1 Provinsi;
8 kab/ kota

1 Provinsi;
8 kab/ kota
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Sasaran Program Target Kinerja

Program/ :
Keg%atan (Outcome)/Sasaran Indikator 2022
Kegiatan
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Terlaksananya fasilitasi Persentase KPU Provinsi dan KPU
pengelolaan data kebutuhan, Kabupaten/Kota yang
pengadaan, pendistribusian, menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan 100% 100% 100% 100% 100%
serta pemeliharaan dan tanpa ada permasalahan anggaran
inventarisasi logistik dalam pemenuhan kebutuhan logistik
Pemilu/pemilihan Persentase KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang melaksanakan
pengadaan logistik keperluan
Pemilu/Pemilihan dengan tanpa
adakasus terhadap proses
pengadaan yang mengakibatkan
kerugian negara atau pemborosan
uang negara

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik Pemilu/ 100% 100% 100% 100% 100%
Pemilihan tepat jenis, jumlah dan
waktu

100% 100% 100% 100% 100%

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Tersedianya data, informasi, Persentase KPU Kabupaten/Kota dan
sarana KPU Provinsi yang melaksanakan
dan prasarana Pemutakhiran data pemilih secara
teknologi informasi berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100%
serta penerapan e-
government KPU
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Sasaran Strategis

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yan

Indikator

Mandiri, Professional dan Berintegritas

Target Kinerja
2022

;Lefg’;’r%j:gn%aef i:trc]ear? Persentase informasi mengenai

Pectan Dol gn andal | Partai politik yang mutakhir dan 20% 25% 30% 35% 40%

o e reliaand dipublikasikan pada publik

Terwujudnya Sumber Indeks Reformasi Birokrasi B B B B B

E:%%g"%”&ga dgg Nilai Akuntabilitas Kinerja B B B B B

) yang Opini BPK atas Laporan

berkualitas Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

gﬂglliﬁeterbukaan Informasi 100% 100% 100% 100% 100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

Terwujudnya Kesadaran S .

o : Persentase Partisipasi Pemilih o o o o
Domokras vang faaaie | dalam Pemilu/Pemilinan 70% - 77,5% 77,5% 85%
untuk seluruh lapisan Persentase Partisipasi Pemilih
masyarakat Perempuan dalam 77% - 77% 77% 77%

Pemilu/Pemilihan
Persentase Partisipasi Pemilih
Disabilitas dalam 50% - 77% 77% 77%
Pemilu/Pemilihan
Persentase Pemilih yang Berhak
Memilih Tetapi Tidak Masuk o o o o o
dalam Daftar Pemilih Tetap 3% 2,8% 2,7% 2,6 % 2,5%
ggwg{gggggrg%ordma& Persentase KPU Provinsi, dan
kepemiluan yang sesuai KPU
dengan Standar Kabupaten/Kota yang
Pelayanan Publik, menyelenggarakan _
disertai pengelolaan data | Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
dan informasi serta jsld\llv?(l dan ketentuan yang
gg};ukg‘ggggsr; Pemily eriaku 100% 100% 100% 100% 100%
berbasis teknologi
informasi yang
terintegrasi
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. : Target Kinerja
Sasaran Strategis Indikator 2021 2022

2023

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Persentase KPU Provinsi, dan
Terwujudnya Pemilu KPU
Serentak yang aman dan | Kabupaten/Kota yang 100% 100% 100% 100% 100%
damai disertai melaksanakan Pemilu/Pemilihan
penyelesaian sengketa yang Aman dan Damai
hukum yang baik Sgrl;zednitrﬁztra] aSn%nk%kneEPTJUl(um 89% 89% 89% 89% 90%
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MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Rp.
7.321.523

Rp.
7.728.517

Rp.
9.993.264

Rp.
66.162.096

Rp.
81.779.342

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan

berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 1.1

Persentase informasi
mengenai partai politik
yang mutakhir dan
dipublikasikan pada publik

20%

25%

30%

35%

40%

Teknis Hupmas

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 2.1

Indeks Reformasi Birokrasi

SDM

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 2.2

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Program Data

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 2.3

Opini BPK atas Laporan

Keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Keuangan

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 2.4

Nilai Keterbukaan Informas
Publik

100%

100%

100%

100%

100%

Teknis Hupmas
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi

untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 3.1

Persentase Partisipasi
Pemilih dalam

Pemilu/Pemilihan

70,5%

77,5%

77,5%

77,5%

Teknis Hupmas

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 3.2

Persentase Partisipasi
Pemilih Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

77%

77%

77%

77%

Teknis Hupmas

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 3.3

Persentase Partisipasi
Pemilih Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

50%

77%

77%

77%

Teknis Hupmas

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya koordinasi penyelenggaran kepemiluan yang sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 4.1

Persentase Pemilih yang
Berhak Memilih Tetapi
Tidak Masuk dalam
Daftar Pemilih Tetap

3%

2,8%

2,7%

2,6 %

2,5%

Program Data
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis 4.2
Persentase KPU
Provinsi,dan KPU

Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan

ketentuan yang berlaku

100%

100%

100%

100%

100%

Teknis &
Hupmas

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian

sengketa hukum yang baik

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis 5.1
Persentase KPU Provinsi,
dan KPU

Kabupaten/Kota yang
melaksanakan
Pemilu/Pemilihan yang

Aman dan Damai

100%

100%

100%

100%

100%

Teknis Hupmas

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis 5.2

Persentase Sengketa
Hukum yang dimenangkan
KPU

89%

89%

89%

89%

90%

Hukum

. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Rp.
6.882.232

Rp.
7.264.806

Rp.
9.393.668

Rp.
62.192.370

Rp.
76.872.581

Sasaran Program 1

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Indikator Kinerja Sasaran
Program 1.1

90%

95%

95%

100%

100%

SDM
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Persentase kesesuaian
kompetensi pegawai
terhadap standar

kompetensi penugasannya

Sasaran Program 2

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan

Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja Sasaran
Program 2.1

Persentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja Pegawai
yang Berfungsi dengan
Baik

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik

Sasaran Program 3

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator Kinerja Sasaran
Program 3.1

Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas
Kinerja KPU

Program Data

Indikator Kinerja Sasaran
Program 3.2

Opini BPK Atas
Laporan Keuangan
KPU

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Keuangan
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Indikator Kinerja Sasaran
Program 3.3

Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi KPU

76

77

78

79

80

SDM

Sasaran Program 4

Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran
Program 4.1

Persentase KPUProvinsi/
Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan
DataPemilih Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Program Data

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Rp
340.0434

Rp. 58.946

Rp.
464,130

Rp.
3,072,856

Rp
3,798,189

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja 1.1
Jumlah revisi yang
dilakukan terhadap
rencana kerja yang telah

ditetapkan

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

Program Data

Sasaran Kegiatan 2

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif

dan efisien
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Indikator Kinerja 2.1
Persentase laporan
monitoring dan evaluasi
yang akuntabel dan tepat

waktu

75%

75%

75%

75%

75%

Program Data

Indikator Kinerja 2.2
Persentase KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota
yang target kinerjanya
tercapai sesuai dengan

perjanjian kinerja

90%

90%

90%

90%

90%

Program Data

Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 3.1
Persentase KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota yang
ditunjuk sebagai pilot
project yang mendapat
nilai minimal B untuk
penilaian mandiri RB

SDM

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Rp. 96,879

Rp.
102,264

Rp.
132,231

Rp.
875,463

Rp.
1,082,112

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Indikator Kinerja 1.1
Persentase pegawai yang

mendapatkan layanan
kepegawaian secara tepat

waktu dan akurat

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

SDM

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya data dan informasi kepegawaian

Indikator Kinerja 2.1
Persentase Pegawai yang
Tercatat secara akurat
dalam Data Base
Kepegawaian berbasis

teknologi informasi

100%

100%

100%

100%

100%

SDM

Sasaran Kegiatan 3

Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok

Indikator Kinerja 3.1
Jumlah badan adhok yang

dipersiapkan dan dibentuk

8
Satker

(Kab/
Kota)

27
Satker

(Kab/
Kota)

27
Satker

(Kab/
Kota)

SDM

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Rp.
4,924,513

Rp.
5,198,260.
50

Rp.
6,721,546

Rp.
44,501,139

Rp.
55,005,419

Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Indikator Kinerja 1.1
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan

keuangan

Lap

Lap

Lap

Lap

Lap

Keuangan
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022 2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Sasaran Kegiatan 2

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Indikator Kinerja 2.1
Persentase permasalahan
dalam pengelolaan
keuangan yang dapat

diselesaikan

100%

100%

100% 100%

100%

Keuangan

Sasaran Kegiatan 3

Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

Indikator Kinerja 3.1
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang Menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA yang
Tepat Waktu dan Valid

100%

100%

100% 100%

100%

Keuangan

Sasaran Kegiatan 4

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan

Perundangan yang berlaku

Indikator Kinerja 4.1
Persentase KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota
yang Patuh dan Tertib

100%

100%

100% 100%

100%

Umum Logistik
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e (Oslis::aor;r;)l?/rc;gaz:an Target Kinerja Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah) or L;rr\‘iiiaSi K/L- N-B-
Kegiatan . . 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 & NS-BS
Kegiatan / Indikator Pelaksana

dalam Pengelolaan Barang

Milik Negara yang Material
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1,328,057 | 1,401,882. | 1,812,687 | 12,001,204 | 14,834,031
97

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan

Arsip

Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang mengelola Arsip
Inaktif sesuai aturan

kearsipan

100%

100%

100%

100%

100%

Umum logistik

Sasaran Kegiatan 2

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan

Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja 2.1
Persentase sarana

transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik

100%

100%

100%

100%

100%

Umum logistik

Indikator Kinerja 2.2
Persentase fasilitas

perkantoran untuk

100%

100%

100%

100%

100%

Umum logistik
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

mendukung kinerja
pegawai yang

berfungsi dengan baik

Indikator Kinerja 2.3
Persentase Gedung dan

Gudang KPU Provinsi dan
KPU Kab/Kota yang
berfungsi

dengan baik

100%

100%

100%

100%

100%

Umum logistik

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU

Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 3.1
Persentase gangguan

keamanan dalam
lingkungan KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota yang
dapat ditanggulangi

100%

100%

100%

100%

100%

Umum logistik

Sasaran Kegiatan 4

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan

Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja 4.1
Persentase sarana

transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat

dipenuhi

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Indikator Kinerja 4.2
Persentase fasilitas

perkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi

100%

100%

100%

100%

100%

Umum logistik

Indikator Kinerja 4.3
Persentase Gedung dan
Gudang KPU Provinsi

yang
dapat dipenuhi

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik

5. Pemeriks

aan dan Pengawasan Internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Rp.
122,853

Rp.
129,682

Rp.
167,684

Rp.
1,110,185

Rp.
1,372,238

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan

KPU

Indikator Kinerja 1.1
Persentase penurunan nila
temuan hasil pemeriksaan
internal dan eksternal
terhadap Realisasi

Anggaran

100%

100%

100%

100%

100%

Keuangan

85




Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit

Organisasi

Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Il. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES
KONSOLIDASIDEMOKRASI

Rp.
439.291

Rp.
463.711

Rp.
599.596

Rp.
3.969.726

Rp.
4.906.761

1.

Sasaran Program 1

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja Sasaran
Program 1.1

Persentase Satker yang
mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan secara
tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat

mutu, dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik

Sasaran Program 2

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilih

an Sesuai

Jadwal

Indikator Kinerja Sasaran
Program 2.1

Persentase KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai

dengan jadwal

100%

100%

100%

100%

100%

Program
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

RP.35,143

Rp.37,096

Rp.47,967

Rp.317,578

Rp.392,540

Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Indikator Kinerja 1.1
Penurunan jumlah
sengketa hukum dalam
perkara perselisihan
sengketa hukum

8
perkara

8
perkara

3
perkara

19
perkara

9
perkara

Hukum

Indikator Kinerja 1.2
Penurunan jumlah
sengketa hukum yang
diajukan ke Mahkamah
Konstitusi

3
perkara

3
perkara

2
perkara

9
perkara

20
perkara

Hukum

Indikator Kinerja 1.3
Persentase sengketa
hukum yang
dimenangkan KPU

89%

89%

89%

89%

90%

Hukum

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

Rp.26,357

Rp.27,822

Rp.35,975

Rp.238,183

Rp.26,357

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang menetapkan jadwal
tahapan dan petunjuk
teknis penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal.

100%

100%

100%

100%

100%

Program Data

Indikator Kinerja 1.2
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang memutakhirkan data
wilayah/pemetaan dan
penetapan Daerah Pemilihan
untuk Pemilu Tahun 2024

100%

100%

100%

100%

100%

Program Data
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Sasaran Kegiatan 2

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat

waktu dan

sesuai atu

ran

Indikator Kinerja 2.1
Persentase proses PAW
anggota DPR dan DPD,
DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
dapat diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja

100%

100%

100%

100%

100%

Teknis Hupmas

Sasaran Kegiatan 3

Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

Indikator Kinerja 3.1
Persentase Calon
Peserta Pemilu yang
dapat difasilitasi

9
Satker

(Prov/
Kab/
Kota)

9
Satker

(Prov/
Kab/
Kota)

9
Satker

(Prov/
Kab/

Kota)

9
Satker

(Prov/
Kab/

Kota)

9
Satker

(Prov/
Kab/

Kota)

Teknis Hupmas

4. Fasilitasi

Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Rp.57,107

Rp.60,282

Rp.77,947

Rp.516,064

Rp.637,878

Sasaran Kegiatan 1

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota
yang dilengkapi dengan
digitalisasi Rumah Pintar
Pemilu (RPP)

1
Satker

3
Satker

5
Satker

7
Satker

9
Satker

Teknis Hupmas

Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemil

ih Kepada

Masyarakat Umum

Indikator Kinerja 2.1
Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota/ yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk

masyarakat umum

80%

90%

100%

100%

100%

Teknis Hupmas
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

Sasaran Kegiatan 3

Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, d

an Disabilitas

Indikator Kinerja 3.1
Persentase satker

KPU Kabupaten/Kota
yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih
perempuan

80%

80%

80%

100%

100%

Teknis Hupmas

Indikator Kinerja 3.2
Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih
pemula

80%

80%

80%

100%

100%

Teknis Hupmas

Indikator Kinerja 3.3
Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki “Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih
disabilitas

80%

80%

80%

100%

100%

Teknis Hupmas

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Indikator Kinerja 5.1
Persentase Permohonan
informasi yang
ditindaklanjuti melalui
PPID sesuai dengan SOP

100%

100%

100%

100%

100%

Teknis Hupmas

Indikator Kinerja 5.2
Persentase informasi dan
publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
dimuat di media massa

100%

100%

100%

100%

100%

Teknis Hupmas
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Sasaran Program Target Kinerja Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah Unit
HIEEIE (Outcome) / Sgasaran : j : L Organisasi el
Kegiatan . . 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 8 NS-BS
Kegiatan / Indikator Pelaksana

Indikator Kinerja 5.3

Persentase informasi dan

publikasi tahapan

Pemilu/Pemilihan yang 100% 100% | 100% 100% 100% Teknis Hupmas

ditampilkan di media

publikasi KPU paling

lambat 1 (satu) hari kerja

Sasaran Kegiatan 6

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM,Ormas,

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

Indikator Kinerja 6.1 1 1 1 1

Persentase penyampaian 1 Provin | Provin | Provin | Provin

informasi dan publikasi Provin si:8 sii.8 si:..8 si:8 5

dalam tahapan si; 8 Teknis Hupmas

Pemilu/Pemilihan yang kab/ kab/ kab/ kab/ kab/

ditampilan di media kota kota kota kota kota

publikasi
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik 74,679.47 | 78,830.87 | 101,931.32 | 674,853.42 | 834,149.37

Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan,

pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa
ada permasalahan
anggaran dalam
pemenuhan kebutuhan
logistik

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik

Indikator Kinerja 1.2
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang melaksanakan
pengadaan logistik
keperluan
Pemilu/Pemilihan dengan

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome) / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Target Kinerja

Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

K/L- N-B-
NS-BS

tanpa ada kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian
negara atau pemborosan
uang Negara

Indikator Kinerja 1.3
Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang mendistribusikan
logistik Pemilu/ Pemilihan
tepat jenis, jumlah dan
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Umum Logistik

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Rp.83,465

Rp.88,105

Rp.113,923

Rp.
754,247

Rp.932,284

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasiserta

penerapan e-government KPU

Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi yang
melaksanakan
Pemutakhiran data
pemilih secara
berkelanjutan

100%

100%

100%

100%

100%

Program Data
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